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Kata Pengantar 
     

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP 

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan 

bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas 

capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian 

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis 

berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan 

berkelanjutan di masa mendatang.  

 

Yogyakarta,         Januari 2022 

Kepala  
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Ikhtisar Eksekutif 
    

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian 
kinerja Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta yang memuat 
rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja 
termuat dalam Renstra Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta. 
Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan 
kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.  

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:  

a. Sasaran 1, kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, memiliki dua indikator 
kinerja yakni omset koperasi dan omset UKM usaha mikro. Indikator omset koperasi tercapai 
sebesar 96,38 %. Sedangkan indikator omset UKM usaha mikro capaian kinerjanya sebesar 
102,67 %.  

b. Sasaran 2, kinerja sektor industri meningkat dengan indikator kinerja omset IKM capaian 
kinerjanya sebesar 999 %.  

Evaluasi   atas   pencapaian kinerja   dan   permasalahan   yang ditemui pada setiap sasaran 
menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Koperasi belum dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. 

2. Beberapa koperasi bermasalah dimana pengurus dan pengawasnya tidak tahu bagaimana cara 
menyelesaikan masalahnya 

3. Kurang siapnya UMKM dalam menghadapi pemasaran secara online 

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting 
dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota 
Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB 1 
    

Pendahuluan 

 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 
2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 
2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah 
kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 
seharusnya dicapai oleh Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota 
Yogyakarta 

2. Mendorong Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta  didalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan 
perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 
 

1.1 Struktur Organisasi 

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta  dibentuk berdasarkan 
Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas 
Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.  

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta merupakan unsur 
pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

  

Bab 1 Berisi : 

1. Struktur Organisasi 

2. Fungsi dan Tugas 

3. Isu Strategis 

4. Keadaan Pegawai 

5. Keadaan Sarana dan 

Prasarana 

6. Keuangan 

7. Sistematika LKj IP 
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1.2 Tugas dan Fungsi  

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 menetapkan bahwa Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu 
Walikota melaksanakan urusan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah Kota Yogyakarta  mempunyai fungsi : 
1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perindustrian, koperasi dan usaha kecil 

dan menengah;  
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2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perindustrian, koperasi dan usaha kecil 
dan menengah;  

3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;  
4. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan industri;  
5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan koperasi;  
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha mikro kecil;  
7. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan bidang perindustrian, 

koperasi, usaha kecil dan menengah;  
8. pengoordinasian fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;  
9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;  
10. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;  
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan 

fungsional pada Dinas;  
12. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;  
13. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;  
14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;  
15. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas Dinas; dan  
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas. 

 

1.3 Isu-isu Strategis 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali 
dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu 
strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang 
melingkupi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta, antara lain 
sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM dan IKM yang adaptif terhadap perkembangan 
dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar negeri. 

2. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM 
perkoperasian. 

3. Penguatan UMKM dan implementasi teknologi informasi dalam pengembangan UMKM.  

 

1.4 Keadaan Pegawai  

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta 
sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang PNS. Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan jabatan struktural, JFU dan JFU ditunjukkan 
tabel 1.1 dan gambar 1.1. Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah 
Kota Yogyakarta adalah JFU sebanyak 9 orang (32,14 %), Eselon IV sebanyak 10 orang (35,71 %), JFT 
sebanyak 4 orang (14,28 %), dan Eselon III sebanyak 4 orang (14,28 %). 
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Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 

berdasarkan Jabatan 

       
Uraian JFU JFT 

Eselon 
Jumlah 

II III IV 
Sekretariat 4 - 1 1 2 8 

Bidang Koperasi 1 - - 1 2 4 
Bidang Usaha Mikro 3 - - 1 2 6 

Bidang Industri 0 2 - 1 2 5 

UPT Logam  1 2 - - 2 5 

Jumlah 9 4 1 4 10 28 

 Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian 

 
Gambar 1.1 Diagram komposisi pegawai menurut jabatan 

 

Tabel 1.2 dan gambar 1.2 menunjukkan komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan golongan. Sebagian besar pegawai 
bergolongan III, yaitu sebanyak 20 orang (71,43%), diikuti golongan IV sebanyak 6 orang (21,43%) 
dan paling sedikit golongan II 2 orang (7,14%). 

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Golongan 

      
Uraian 

Golongan 
Jumlah 

I II III IV 
Sekretariat - 1 5 2 8 
Bidang Koperasi - - 2 2 4 
Bidang Usaha Mikro - 1 4 1 6 
Bidang Industri - - 4 1 5 

UPT Logam  - - 5 - 5 

Jumlah 0 2 20 6 28 
Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Data s.d. 30 Desember 2020 

JFU
32.14%

ESELON IV
35.71%

JFT
14.29%

ESELON III
14.29%

ESELON II
3.57%
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Gambar 1.2 Diagram komposisi pegawai menurut golongan 
 

Berdasarkan jenjang pendidikannya, sebagaimana disajikan pada tabel 1.3  dan gambar 1.3, 
separuh lebih pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Yogyakarta adalah lulusan sarjana (S1), yaitu 17 orang (60,71%), diikuti lulusan pasca sarjana 
(S2) dan SLTA masing-masing sebanyak 5 orang (17,85%), dan lulusan D-3 sebanyak 1 orang (3,57%). 

 
Tabel 1.3  

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kota Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan 

       
Uraian 

Jenjang Pendidikan 
Jumlah 

SLTP SLTA D-3 S1 S2 

Sekretariat - 3 - 4 1 8 

Bidang Koperasi - 1 1 - 2 4 

Bidang Usaha Mikro - 1 - 4 1 6 

Bidang Industri - - - 4 1 5 

UPT Logam  -  - -  5 - 5 

Jumlah 0 5 1 17 5 28 

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Data s.d. 31 Desember 2021 
 

 

Gambar 1.3 Diagram komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan 

Golongan II
7.14%

Golongan III
71.43%

Golongan IV
21.43%

SLTA
17.86%

D-3
3.57%
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Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kota Yogyakarta terdiri dari 15 orang laki-laki (53,57 %) dan 13 orang perempuan (46,43 
%). Hal ini menunjukkan bahwa di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Yogyakarta sudah mencerminkan kesetaraan gender. Profil pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin disajikan tabel 1.4 dan 
gambar 1.4. 

 

Tabel 1.4 
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 

berdasarkan Jenis Kelamin 

    
Uraian 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Sekretariat 3 5 8 

Bidang Koperasi 2 2 4 

Bidang Usaha Mikro 3 3 6 

Bidang Industri 2 3 5 

UPT Logam  5 - 5 

Jumlah 15 13 28 

 Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Data s.d. 31 Desember 2021 

 

Gambar 1.4 Diagram komposisi pegawai menurut jenis kelamin 

 
 

 

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Secara umum sarana prasarana Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kota Yogyakarta, terutama sarana prasarana pokok berupa meja kerja, komputer dan  jaringan 
internet, cukup memadai. Tersedia meja kerja bagi semua pegawai. Semua komputer dan Laptop 
tersambung jaringan internet. Tersedia pula 1 unit genset yang cukup untuk menghidupkan semua 
komputer dan lampu ruangan kerja apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Tersedia 1 unit 
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kendaraan dinas roda 4 bagi kepala dinas dan semua pejabat eselon III (sekretaris dan kepala 
bidang). Untuk pejabat eselon IV, tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 2 per orang. Secara rinci 
Sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kota Yogyakarta tersaji pada tabel 1.6. 
 

Tabel 1.6 
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  

Kota Yogyakarta 
 

 
URAIAN 

 

 
JUMLAH 

Kendaraan roda empat 9 buah 
Kendaraan roda dua 17 buah 
Ruang rapat 2 buah 
Mesin ketik 12 buah 
Komputer  buah 
Lap top 14 buah 
Printer 28 buah 
LCD Proyektor 2 buah 
Telepon/mesin fax 9 buah 
Kamera 3 buah 
Handycam 1 buah 
TV Berwarna 2 buah 
Wireless 2 buah 
Meja Kerja 147 buah 
Kursi Kerja 70 buah 
Meja Rapat 79 buah 
Kursi Rapat 64 buah 
Almari 34 buah 
Filling Cabinet 30 buah 
Cash Box 6 buah 
Genset 2  unit 

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2021 

 

 

1.6 Keuangan 

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta  pada tahun 2021 berasal dari 
APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kota Yogyakarta  mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.431.881.484 (anggaran 
perubahan) ,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 12.233.424.484,- dan belanja modal sebesar 
Rp 198.457.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan 
langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Anggaran Dinas  
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2020 disajikan secara 
rinci pada tabel 1.7.                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tabel 1.7 
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Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Yogyakarta TA 2021 

URAIAN ANGGARAN (Rp.) 

BELANJA DAERAH  

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.132.265.043 

 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

8.560.000 

 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   5.031.421.848 

 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah  209.136.195 

 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  511.328.280 

 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

371.818.720 

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  169.764.960 

 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

169.764.960 

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi  65.845.400 

 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota  

65.845.400 

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian  346.953.890 

 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

346.953.890 

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi  377.593.150 

 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

377.593.150 

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha 
Mikro 

559.527.000 

 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan  

559.527.000 

VII. Program Pengembangan UMKM 590.214.694 

 1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  

590.214.694 

VIII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  1.709.032.420 

 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten Kota  

1.709.032.420 

IX. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 134.727.500 

 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)), Izin Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 

134.727.500 

X. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  82.123.750 

 1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

82.123.750 

    
Sumber Data : Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Desember 2021 

 

 

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
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Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ringkasan Eksekutif memuat: 

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta 
sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-
kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan 
langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun 
mendatang. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, Potensi 
yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP. 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian 
kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih 
instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi 
Kepada Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas 
kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara 
memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah 
antisipatif yang akan diambil. 

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran 
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran 
organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan 
efisiensi. 

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai 
penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang 
sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan 
yang berkualitas  

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, 
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan 
serta strategi pemecahan masalah. 

LAMPIRAN 
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BAB 2 
    

Perencanaan  
& Perjanjian Kinerja 

 
2.1   Perencanaan Strategis 

Memasuki Tahun 2021, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta  menyusun Review Rencana 
Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota  Yogyakarta   
merupakan manifestasi komitmen Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta  dalam mendukung visi 
dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD 
Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.  

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perindustrian, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta  Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari 
kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode 
sebelumnya (2012-2017). 

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima 
tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di 
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta  yang harus dilaksanakan 
secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta  Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan 
Walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota 
Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.  

 

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah 
Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya 

dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagaimana disajikan pada 
tabel 2.1. 

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok 
fungsinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendukung 
pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah :  
 
- Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran angka pertumbuhan 

ekonomi, melalui pendampingan izin usaha mikro (IUM) dan izin usaha industri, kemitraan dan 
pembiayaan, penumbuhan wirausaha baru, pameran dan promosi UMKM, pelatihan dan 
pendampingan bagi IKM, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota, pendataan 
IKM (Industri Kecil Menengah), pembinaan kelembagaan koperasi, pembinaan kelompok UKM 
kuliner peserta program Gandeng Gendong.  

Bab 2 Berisi : 

1. Perencanaan 

Strategis 

2. Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021 

3. Rencana Anggaran 

Tahun 2021 

4. Instrumen 

Pendukung 
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Tabel  2.1  
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 

  
 

   (Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022) 
 

2.1.2. Tujuan dan  Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan 

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah : 

1.  Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM 

2.  Meningkatkan kinerja sektor perindustrian 

 

 

 

Visi Misi Sasaran Daerah 

Meneguhkan Kota 
Yogyakarta Sebagai 
Kota Nyaman Huni Dan 
Pusat Pelayanan Jasa 
Yang Berdaya Saing 
Kuat Untuk 
Keberdayaan 
Masyarakat Dengan 
Berpijak Pada Nilai 
Keistimewaan 
 
 

1. Meningkatkan Kesejahteraan 
dan Keberdayaan Masyarakat 

1. Kemiskinan Masyarakat 
Menurun 

2. Keberdayaan Masyarakat 
Meningkat 

3. Ketahanan Pangan Masyarakat 
Meningkat 

2. Memperkuat ekonomi 
kerakyatan dan daya saing Kota 
Yogyakarta 

1. Ketimpangan Pendapatan Antar 
Penduduk Menurun 

2. Pertumbuhan Ekonomi 
Meningkat 

3. Memperkuat moral, etika, dan 
budaya masyarakat Kota 
Yogyakarta 

1. Gangguan ketentraman dan 
ketertiban masyakarat menurun 

4. Meningkatkan kualitas 
pendidikan, kesehatan, sosial, 
dan budaya 

1. Kualitas pendidikan meningkat 

2. Harapan hidup masyarakat 
meningkat 

3. Peran serta masyarakat dalam 
pengembangan dan pelestarian 
budaya meningkat 

5. Memperkuat tata kota dan 
kelestarian lingkungan 

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 
meningkat 

2. Kualitas lingkungan hidup 
meningkat 

6. Membangun sarana dan 
prasarana publik dan 
permukiman 

1. Infrastruktur wilayah meningkat 

7. Meningkatkan tata kelola 
pemerintah yang baik dan 
bersih 

1. Kapasitas tata kelola 
pemerintahan meningkat 
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Sasaran Strategis 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan 
dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.2  

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

Realisasi Target 

2018 2019 2020 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kesejahteraan 
anggota 
koperasi dan 
pelaku UKM 
meningkat 

Nilai omset 
koperasi 

Rp 392.631.416.
482 

424.856.57
9.781 

444.606.26
4.459 

403.946.69
9.700 

403.950.00
0.000 

406.366.98
8.994 

  Nilai Omset 
UKM Usaha 
Mikro 

Rp 6.698.880.00
0 

7.368.768.
000 

3.795.713.
382 

2.300.864.
313 

4.969.866.
917 

6.709.320.
338 

2 Kinerja sektor 
perindustrian 
meningkat 

Nilai Omset 
IKM 

Rp     124.377.96
4 

136.455.06
4 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2021 
 
 
2.1.3.Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan 
bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi 
organisasi. 

 

Tabel 2.3  
Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

NO. 

 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

 
 

PROGRAM 

 
 

KEGIATAN 

 
 

SUB KEGIATAN 

 2 3 4  

1 Kesejahteraan 
anggota koperasi 
dan pelaku UKM 
meningkat 

Program 
Pengawasan dan 
Pemeriksaan 
Koperasi 

Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi, 
Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengawasan Kekuatan, 
Kesehatan, Kemandirian, 
Ketangguhan serta 
Akuntabilitas Kopersi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Pemeriksaan Kepatuhan 
Koperasi terhadap Peraturan 
Perundang-undangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Program Penilaian 
Kesehatan KSP/USP 
Koperasi 

Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam 1 

Pelaksanaan Penilaian 
Kesehatan KSP/USP Koperasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Penghargaan Kesehatan 
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(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

KSP/USP Koperasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Program 
Pemberdayaan dan 
Perlindungan 
Koperasi 

Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi yang 
Keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pemberdayaan Peningkatan 
Produktivitas, Nilai Tambah, 
Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, Standarisasi 
dan Restrukturisasi Usaha 
Koperasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Program 
Pendidikan dan 
Latihan 
Perkoperasian 

Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian bagi Koperasi 
yang Wilayah Keanggotaan 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Pemahaman 
dan Pengetahuan 
Perkoperasian serta 
Kapasitas dan Kompetensi 
SDM Koperasi 

 Program 
Pemberdayaan 
Usaha Menengah, 
Usaha Kecil dan 
Usaha Mikro 

Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perizinan, 
Penguatan Kelembagaan 
dan Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Pendataan Potensi dan 
Pengembangan Usaha Mikro  

 Fasilitasi Kemudahan 
Perizinan Usaha Mikro  

 Pemberdayaan 
Kelembagaan Potensi dan 
Pengembangan Usaha Mikro  

 Program 
Pengembangan 
UMKM 

Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha 
Menjadi Usaha Kecil 

Fasilitasi Usaha Mikro 
Menjadi Usaha Kecil dalam 
Pengembangan Produksi 
dan Pengolahan, Pemasaran, 
SDM serta Desain dan 
Teknologi 

2 Kinerja sektor 
perindustrian 
meningkat 

Program 
Perencanaan dan 
Pembangunan 
Industri 

Penyusunan dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten Kota 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 

    Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan Pengembangan, 
Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

    Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sumber Daya Industri 

  Program 
Pengendalian Izin 
Usaha Industri 
Kabupaten/Kota 

Penerbitan Izin Usaha 
Industri (IUI)), Izin Perluasan 
Usaha Industri (IPUI), Izin 
Usaha Kawasan Industri 
(IUKI) dan Izin Perluasan 
Kawasan Industri (IPKI) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen perolehan IUI, 
IPUI, IKUI dan IPKI 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota dalam 
SIstem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang 
Terintegrasi dengan SIstem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha secara Elektronik 

  Program 
Pengelolaan Sistem 
Informasi Industri 
Nasional 

Penyediaan Informasi 
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 
dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Diseminasi, Punlikasi Data 
Informasi dan Analisa 
Industri Kabupaten/Kota 
melalui SIINas 
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada  pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 
terukur tertentu  berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 
Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. 

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 
 

Kesejahteraan anggota 
koperasi dan pelaku 
UKM meningkat 

Nilai omset koperasi Rp 403.950.000.000 

Nilai Omset UKM Usaha Mikro Rp 4.969.866.917 

2 Kinerja sektor 
perindustrian 
meningkat 

Nilai Omset IKM Rp 124.377.964 

 

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran 
atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.4.  Tahun 2021 tidak ada perubahan 
target pada Perjanjian Kinerja Perubahan.  

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mengampu 3 
urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari dua urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan 
koperasi dan urusan UKM, satu urusana pilihan, yaitu urusan industri. Terdapat 9 (Sembilan) program 
yang dijalankan untuk mengampu urusan-urusan tersebut dan satu program pendukung yakni 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

 

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021 

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja murni sebesar Rp 12.779.912.153,- dan 
anggaran pendapatan sebesar Rp 513.696.719. Anggaran tersebut mengalami penurunan melalui 
mekanisme perubahan APBD 2021, anggaran belanja menjadi 12.431.881.484 dan anggaran 
pendapatan menjadi 462.131.719 

 

2.3.1. Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 

Tabel 2.6 
Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  

Kota Yogyakarta  APBD Murni dan Perubahan Tahun 2021 
 

Uraian Target Murni Target Perubahan  

Belanja Operasi Rp 12.636.455.230,- Rp 12.233.424.484,- 

Belanja Modal  Rp      143.456.923,- Rp      198.457.000,- 

Jumlah Rp 12.779.912.153,- Rp   12.431.881.484 
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2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Total Anggaran belanja daerah Tahun 2021 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah                             
Rp 5.581.452.110 dengan rincian sebesar Rp 2.147.487.040 digunakan untuk mendukung pencapaian 
sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat dan anggaran sebesar                           
Rp 3.433.965.070 untuk mendukung pencapaian sasaran Kinerja sektor perindustrian meningkat.  

 

Tabel 2.7 
Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 
 

No. Sasaran 
Anggaran 

Murni 

Persentase 
Anggaran 

Murni 

 
Anggaran 

Perubahan 

Persentase 
Anggaran 

Perubahan 

Keterangan 
 

1 2 3    5 

1 Kesejahteraan 
anggota 
koperasi dan 
pelaku UKM 
meningkat 

2.147.487.040 38,48 % 2.109.899.094 35,79 %  

2 Kinerja sektor 
perindustrian 
meningkat 

3.433.965.070 61,52 % 3.784.607.347 64,21 %  

Jumlah 5.581.452.110  5.894.506.441   
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BAB 3 
    

Akuntabilitas Kinerja 

 
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu 
pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2021 yang telah disepakati. 
Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi 
dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya 
akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam 
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data 
selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai 
dengan tingkat capaian kinerja yaitu: 

 
 

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dilakukan dengan 
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.  

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan 
pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase capaian 
kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang 
semakin baik. 

Penghitungan persentase capaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi, 
yakni semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, 
maka digunakan rumus : 

 

 

 

 

 

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

Bab 3 Berisi : 

1. Capaian Kinerja 

Tahun 2021 

2. Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 

3. Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja 

Lainnya 

4. Realisasi Anggaran 

5. Inovasi 

                                                               Realisasi 

                         Capaian Kinerja  = --------------------  x 100% 

                                                                 Target 
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Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggunakan  
rumus diatas, berlaku untuk semua indikator kinerja. Hal itu dikarenakan sifat ketiga indikator kinerja 
sama yakni semakin tinggi realisasi semakin baik capaian kinerjanya.  

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta beserta target dan capaian 
realisasinya dirinci sebagai berikut: 

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  

Kota Yogyakarta Tahun 2021 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

 
SATUAN TARGET REALISASI 

 
CAPAIAN 

(%) 
 

KRITERIA 
KINERJA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kesejahteraan 
anggota 
koperasi dan 
pelaku UKM 
meningkat 
 

Nilai omset 
koperasi 

Rp 403.950.000.000 389.328.164.538  96,38 % Sangat Baik  

  Nilai Omset 
UKM Usaha 
Mikro 

Rp 4.969.866.917 5.103.000.000 102,67 % Sangat Baik 

2 Kinerja sektor 
perindustrian 
meningkat 

Nilai Omset 
IKM 

Rp 124.377.964 1.241.421.600 999 % Sangat Baik 

 
Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam tiga indikator kinerja. Pada tahun 

2021, dua indikator telah melampaui target yang ditetapkan dan satu indikator tidak mencapai target 
yang ditetapkan. Capaian yang tertinggi pada indikator nilai omset IKM (Industri Kecil Menengah) 
dengan capaian 999 %, diikuti indikator omset UKM  dengan capaian 102,67 %. Sedangkan indikator 
yang tidak mencapai target adalah nilai omset koperasi dengan capaian 96,38 %.  Meskipun ada 
indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun secara umum capaian kinerja Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta diatas kriteria sangat tinggi 
mengingat capaian dua indikator lainnya yang jauh melampaui target.  

 
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. 
Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis 
diuraikan sebagai berikut: 

 
3.2.1. Sasaran  Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat  

 
Tolok ukur capaian sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat 

diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Nilai omset koperasi dan Nilai omset 
UKM Usaha Mikro. Penjelasan  hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 3.9 
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi  

dan Pelaku UKM Meningkat 
 

NO Sasaran Indikator Formula Indikator 

1 2 3 4 

1 Kesejahteraan Anggota 
Koperasi dan Pelaku UKM 
Meningkat 

Nilai omset koperasi  Nilai omset koperasi yang dibina 
tahun n 

Nilai omset UKM Usaha 
Mikro  

Nilai Omset UKM Usaha Mikro yang 
dibina tahun n 

 

Kinerja sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat dengan indikator 
Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.10 
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi 

dan Pelaku UKM Meningkat Tahun 2020 
 

No 
Indikator 
Sasaran 

Realisasi 
2020(Rp) 

2021 

Target Akhir 
Renstra (2022) 

(Rp) 

Capaian 
s/d 2019 
terhadap 

target 
2022 (%) 

Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Nilai omset 
koperasi  

444.606.264.459 403.950.000.000 389.328.164.538  96,38 % 406.366.988.994 95,81 % 

2 Nilai omset 
UKM Usaha 
Mikro  

3.795.713.382 4.969.866.917 5.103.000.000 102,67 % 6.709.320.338 76,06 % 

 

Nilai omset koperasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 403.950.000.000,- dan terealisasi 
Rp 389.328.164.538,- sehingga didapat capaian kinerja sebesar 96,38 %. Tahun sebelumnya, target 
nilai omset koperasi sebesar Rp 403.946.699.700 ,- dan realisasinya sebesar Rp 444.606.264.459,- 
atau dengan tingkat capaian kinerja 110,07 %. Dengan demikian, realisasi dan tingkat capaian kinerja 
indikator nilai omset koperasi tahun 2021 turun dibanding tahun 2020. Realisasi nilai omset koperasi 
tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 55.278.099.921 atau 12,43 % dibanding tahun 2020. 
Tidak tercapainya target tahun 2021 disebabkan pada tahun 2021 tidak seluruh koperasi melakukan 
RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga omset koperasi tidak ter-update. Selain itu terdapat 
Sembilan koperasi yang berpindah menjadi binaan Dinas Koperasi DIY.  

Indikator kedua pada sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat 
adalah nilai omset UKM usaha mikro. Tahun 2021 indikator kinerja nilai omset UKM usaha mikro 
ditetapkan sebesar Rp 4.969.866.917 dan terealisasi sebesar Rp 5.103.000.000 dengan demikian 
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capaian kinerja indikator tersebut sebesar 102,67 %. Tahun sebelumnya, realisasi indikator kinerja 
omset UKM usaha mikro sebesar Rp 3.795.713.382. Jumlah tersebut diatas dari target yang 
ditetapkan sebesar Rp 2.300.864.313. Persentase capaian kinerja tersebut sebesar 164,97 %. Dengan 
demikian realisasi indikator kinerja nilai omset UKM usaha mikro mengalami peningkatan. Realisasi 
nilai omset UKM usaha mikro tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.307.296.618. Namun 
tingkat capaian kinerja indikator nilai omset UKM usaha mikro tahun 2021 turun dibanding tahun 
2020, semula 164,97 % menjadi 102,67 %. Meski demikian, capaian kinerja tersebut masih dalam 
kriteria diatas sangat baik, mengingat capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan.  

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi 
dan pelaku UKM meningkat dapat dilihat pada tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi  

dan Pelaku UKM meningkat 
 

Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

(%) 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

(%) 

Nilai omset 
koperasi  

403.946.699.700 444.606.264.459 110,07 % 403.950.000.000 389.328.164.538  96,38 % 

Nilai omset 
UKM Usaha 
Mikro  

2.300.864.313 3.795.713.382 164,97 % 4.969.866.917 5.103.000.000 102,67 % 

 

Realisasi kinerja sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan UKM meningkat tahun 2021 
pada indikator nilai omset koperasi mendekati target akhir jangka menengah renstra. Pada akhir 
periode renstra tahun 2022, nilai omset koperasi ditarget sebesar Rp 406.366.988.994. Sedangkan 
realisasi tahun 2021 sebesar 389.328.161.538 atau 95,81 % dari target akhir renstra tahun 2022 
(tabel 3.10). Dengan demikian, target akhir renstra optimis dapat tercapai.  

Dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan UKM Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2021 berhasil karena 
capaian indikator sasaran berupa nilai omset koperasi dan nilai omset UKM usaha mikro 
membukukan kriteria kinerja sangat baik dan diatas sangat baik.  

Adapun factor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 
kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, antara lain :  

1. Dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia koperasi. 
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dilakukan melalui pelatihan yang bertumpu 
pada praktek langsung. Setlah dilakukan pelatihan, ditindaklanjuti dnegan pendampingan oleh 
tenaga pendamping. Pengurus dan atau anggota koperasi dapat berkonsultasi dengan tenaga 
pendamping terkait permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi. Permasalahan 
yang umumnya dihadapi oleh koperasi antara lain bagaimana meningkatkan peran anggota 
koperasi, bagaimana cara memperkuat permodalan dan lain sebagainya.  
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2. Tersedianya sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik secara langsung datang ke Dinas 
maupun secara tidak langsung melalui klinik koperasi sehat dan pendampingan. Sarana 
konsultasi ini memudahkan koperasi mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada baik 
terkait kelembagaan maupun usaha koperasi. 

3. Adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan koperasi. Sinergitas antara para 
pemangku kepentingan koperasi seperti Dekopinda, Absindo dan Forum Komunikasi Koperasi 
se-Kota Yogyakarta mempermudah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan sehingga tujuan menjadikan koperasi maju 
berkembang dimanfaatkan oleh seluruh anggota dapat tercapai. 

4. Adanya pameran-pameran UMKM dan Koperasi baik yang diselenggarakan secara online 
maupun ofline yang mampu meningkatkan omset dan menambah relasi usaha dari luar Kota 
Yogyakarta.  

5. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bagi pelaku usaha mikro misalnya pelatihan pemasaran 
/ marketing, pelatihan kemasan produk, dan pelatihan pengelolaan manajemen usaha dapat 
meningkatkan kualitas produk dan pemasarannya sehingga berimbas pada peningkatan omset. 

 

Ada  enam program teknis yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran kesejahteraan 
anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat. Empat program mendukung pencapaian indikator nilai 
omset koperasi, yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan 
KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi. Dua program mendukung pencapaian indikator kinerja nilai omset UMK 
Usaha Mikro, yaitu Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM.  

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah 
koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 115 
koperasi dan terealisasi 115 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. 
Capaian kinerja program ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya 
mengingat indikator kinerja ini baru berlaku tahun 2021.  Sebagai upaya untuk mencapai target 
kinerja program ini maka dilaksanakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 
Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub 
Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta 
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu output yakni Pengawasan 
Koperasi, yang menyasar pada 10 koperasi di Kota Yogyakarta. Pengawasan koperasi dilakukan 
dengan cara pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan 
menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi 

Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi memiliki tiga output, antara lain :  

1. Klinik Koperasi Sehat bagi 30 koperasi. Klinik Koperasi Sehat merupakan sarana bagi 
koperasi untuk berkonsultasi baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk 
mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.  

2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi bagi 15 koperasi. Aktivitas ini merupakan salah satu 
bentuk pengawasan koperasi. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan langsung ke 
lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas 
maupun karyawan koperasi maupun pengawasan secara khusus terhadap koperasi-
koperasi bermasalah yang memerlukan bantuan dari Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.  

3. Pemeringkatan Koperasi bagi 115 koperasi. Pemeringkatan koperasi merupakan salah 
satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi 
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baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, 
manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat. 

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah 
koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini pada tahun 
2021 sebanyak 102 koperasi dan terealisasi 102 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program 
ini sebesar 100 %. Untuk mencapai target kinerja program ini, dilaksanakan satu kegiatan yakni 
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wialayah 
Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan antara lain 
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan 
Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan 
ini memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang menyasar 75 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan terhadap 
koperasi simpan pinjam karena meskipun dana simpan pinjam berasal dari anggota koperasi kegiatan 
menghimpun dana masyarakat harus dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni 
Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini pada tahun 202 
sebanyak 465 orang dan terealisasi 465 orang. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 
100 %. Untuk memenuhi indikator kinerja program ini dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan 
tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Sub kegiatan ini memiliki dua output 
antara lain :  

1. Bimtek bagi SDM Koperasi yang ditujukan bagi 100 orang perwakilan koperasi. Bimtek 
yang dilaksanakan terdiri dari DIklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi Analis Pinjaman 
sebanyak 1 kali, Bimtek Perijinan Berbasis Risiko sebanyak 2 kali dan Bimtek Pengesahan 
Koperasi via AHU Online sebanyak 2 kali. 

2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM, terdiri dari 
Pelatihan Teknis Pengeloaan BUKP dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
BUKP Tahun 2022.  

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program 
yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 10 
koperasi dan terealisasi 10 koperasi.  Untuk memenuhi indikator kinerja program ini dilaksanakan 
satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pemberdayaan Peningkatan 
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub 
kegiatan ini memiliki 4 output antara lain :  

1. Gelar Potensi Koperasi, merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi. 
Tahun 2021 dilaksanakan Pameran Jogja SMEITT 2021 di JCM dan Jogja Expo 2021 di 
Malioboro Mall 

2. Kelompok koperasi yang dibina dengan target 24 koperasi. Pembinaan kelembagaan 
koperasi mendorong penumbuhan gerakan masyarakat untuk berkoperasi. Tahun 2021 
dilakukan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi Reguler kepada 10 
Kelompok dan ditindaklanjuti dengan Penilaian Kelompok Pra Koperasi kepada 14 
Kelompok 

3. Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Monev Dana 
Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.  
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4. Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2021 telah 
dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Pelaporan Koperasi (Badan Hukum Kota dan Kantor 
Cabang), Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi 
dan Prambanan Java Festival 2021.  

Secara rinci capaian kinerja program pendukung capaian indikator kinerja nilai omset 
koperasi tercantum dalam tabel. 3.12. 

 

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Pendukung Indikator Kinerja Nilai Omset Koperasi 

 

No 

 

Program 

 

Indikator Kinerja Program 

Tahun 2021 

Target Realisasi Capaia
n 

1 Program Pengawasan dan 
Pemeriksaan Koperasi 

Jumlah koperasi yang memiliki 
akuntabilitas baik 

115 
koperasi 

115 
koperasi 

100 % 

2 Program Penilaian 
Kesehatan KSP/USP 
Koperasi 

Jumlah koperasi simpan pinjam 
yang mendapatkan penilaian 
sehat 

102 
koperasi 

102 
koperasi 

100 % 

3 Program Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Jumlah SDM Koperasi yang 
memiliki kompetensi 

465 orang 465 orang 100 % 

4 Program Pemberdayaan 
dan Perlindungan Koperasi 

Jumlah koperasi yang 
berkembang usahanya  

10 koperasi 10 koperasi 100 % 

 
 
 

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Program Pendukung Indikator Kinerja Nilai Omset UKM Usaha Mikro 

 

No 

 

Program 

 

Indikator Kinerja Program 

Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian 

1 Program Pemberdayaan 
UMKM 

Jumlah wirausaha baru yang 
ditumbuhkan  

100 100 100 % 

Jumlah UKM ber-IUM 400 400 100 % 

2 Program Pengembangan 
UMKM 

Jumlah UKM Mandiri 30 30 100 % 

 
Indikator kinerja sasaran nilai omset UKM usaha mikro didukung oleh terlaksananya Program 

Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM.  Program Pemberdayaan UMKM 
memiliki dua indikator kinerja program yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan jumlah 
UKM ber-IUM. Target indikator kinerja jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2021 
sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 100 orang. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini 
sebesar 100 %.  Sedangkan indikator kinerja jumlah UKM ber-IUM tahun 2021 ditetapkan sebesar 
400 UKM dan terealisasi sebesar 400 UKM. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini juga 
sebesar 100 %.  Sebagai upaya untuk memenuhi target indikator kinerja tersebut, dilaksanakan satu 
kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 
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Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku 
Kepentingan. Kegiatan itu terdiri dari 3 sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan 
Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub 
Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.  

Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki satu ouput yakni 
Data Pelaku UKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan pendataan pelaku UKM yang menyasar 1.350 
UMKM. Pendataan dilakukan untuk mengetahui profil UMKM di Kota Yogyakarta sekaligus sebagai 
langkah verifikasi lapangan atas pendaftaran NIB/ data UMKM pada OSS (Online Single Submission).  

Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro memiliki satu output yakni 
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha, dengan target 120 
UMKM.  Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan output tersebut antara lain :  

1. Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan 
sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 
orang.  

2. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM, diselenggarakan sebanyak 2 
angkatan dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.  
 

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki 
2 output yakni  Pemberdayaan wirausaha baru (100 wirausaha) dan Peningkatan kapasitas kelompok 
gandeng gendong (30 UMKM). Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan output tersebut antara 
lain :  

1. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gendong sebanyak satu angkatan, 
diikuti oleh 30 orang peserta.  

2. Pelatihan Home Business Camp (HBC) yang diikuti oleh 50 orang peserta. Setelah 
mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan fasilitasi sewa tempat promosi dan 
pendampingan usaha oleh konsultan bisnis managemen.  

3. Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU) yang diikuti oleh 50 orang peserta. Seperti halnya 
peserta HBC, setelah mengikuti Pelatihan KaMU para peserta mendapatkan fasilitasi 
sewa tempat promosi dan pendampingan usaha oleh konsultan bisnis managemen.  

4. Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh 50 orang peserta.  
 

Program Pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah UKM 
Mandiri. Untuk memenuhi target kinerja program tersebut dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan 
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. 
Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi 
Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan 
Teknologi. Pada sub kegiatan ini terdapat beberapa output antara lain :  

1. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta 
Sebagai salah satu kegiatan yang berguna bagi pelaku usaha untuk menambah informasi 
bagi perbaikan produknya dan dapat memotivasi masyarakat untuk berwirausaha 

2. Pameran dan promosi produk UMK 
Upaya mempromosikan produk-produk UMKM Kota Yogyakarta dilaksanakan di 2 kali 

3. Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak 
Upaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM baik produk diluar 
daerah maupun di dalam daerah melalui media. 
 
 

3.2.2. Sasaran Kinerja Sektor Industri Meningkat 
 

Indikator kinerja sasaran Kinerja sektor perindustrian meningkat didukung oleh pelaksanaan 
3 program antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin 
Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.  
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Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  memiliki satu indikator kinerja program 
yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan 
sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 206 
%. Sebagai upaya mencapai indikator kinerja tersebut, program ini melaksanakan  satu kegiatan yakni 
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri 
dari 3 sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.  

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota memiliki satu 
output yakni Dokumen FGD RPIK Yogyakarta sebanyak 1 dokumen. Aktivitas yang dilakukan antara 
lain FGD RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota). Pelaksanaan aktivitas ini digabung dengan FGD 
Review Naskah Akademik pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri agar lebih efisien.  

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, 
Penyebaran dan Perwilayahan Industri memiliki tiga output yakni :  

1. Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM. 
Aktivitas yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan bagi 
pengembangan sentra industry di Kota Yogyakarta yang menyasar pada 500 IKM.  

2. Dokumen Amdal Lalin. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian 
mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak 
lalu lintas. Penyusunan dokumen ini terkait dengan pembangunan gedung PDIN yang 
akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. 

3. Dokumen UKL/UPL/Amdal. (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan 
Lingkungan) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan 
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Penyusunan 
dokumen ini masih berkaitan dengan pembangunan gedung PDIN (Pusat Desain Industri 
Nasional). Dokumen ini menjadi sumber  

informasi tentang kondisi gedung PDIN dan lingkungan daerah sekitar gedung PDIN. Dengan adanya 
dokumen UKL-UPL ini pemerintah juga bisa membantu untuk pemantauan dan pengelolaan terhadap 
lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar gedung PDIN.  

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 
diampu oleh dua eselon IV yakni Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi Industri dan Kepala UPT (Unit 
Pelayanan Teknis) Logam. Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi Industri mengampu lima output 
antara lain :  

1. Pelatihan Bimbingan Teknis IKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Bimbingan 
Teknis bagi 80 IKM.  

2. Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan 
Bimbingan Teknis bagi 280 IKM 

3. Pendampingan HKI di 14 lokasi 
4. Fasilitasi Dekranasda bagi 70 member Dekranasda 
5. Monev IKM dalam Kelompok PEW, 540 IKM. 

Sedangkan Kepala UPT Logam mengampu lima output, antara lain :  

1. Kerjasama dengan industry dalam rangka pelibatan jejaring rantai pasok industry nasional. 
Tahun 2021 UPT Logam menjalin kerjasama dengan PT Juara Medica Indonesia dan PT Yogya 
Presisi Tehnikatama Industri. Dengan PT Juara Medica Indonesia, kerjasama yang dilakukan 
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adalah memproduksi footrest kursi roda sebanyak 3.543 buah. Sedangkan dengan PT Yogya 
Presisi Tehnikatama Industri, kerjasama yang dilakukan adalah memproduksi  55.948 buah.  

2. Optimalisasi Layanan UPT Logam selama 12 bulan. Aktivitas yang dilakukan adalah penunjang 
dari kegiatan operasional UPT Logam, misalnya penyediaan bahan-bahan bangunan dan 
konstruksi, BBM, pelumas, suku cadang kendaraan, bahan computer dan lain-lain.  

3. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam. Tahun 2021 UPT Logam melakukan 
pemeliharaan gedung berupa renovasi ruang dan melakukan pengadaan tapping unit untuk 
memperlancar operasional lembaga. 

4. Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam. Terdapat 21 orang 
pegawai Non ASN yang bertugas di UPT Logam, terdiri dari 1 orang Tenaga Bantuan (Naban) dan 
20 orang Tenaga Teknis. Tenaga Teknis terdiri dari 17 orang Operator Mesin, 2 orang Desainer 
Mesin Industri dan 2 orang Teknisi Peralatan dan Mesin. Para pegawai Non ASN inilah yang turut 
membantu menjalankan roda operasional UPT Logam. 

5. Pengadaan Kipas Angin sebanyak 4 unit 

 

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Program Pendukung Indikator Kinerja Nilai Omset UKM Usaha Mikro 

 

No 

 

Program 

 

Indikator Kinerja Program 

Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian 

1 Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

Persentase Usaha Industri 
yang mempunyai Produk dan 
Jasa terstandarisasi 

3 % 6,2 % 206 % 

2 Program Pengendalian Izin 
Usaha Industri 
Kabupaten/Kota 

Persentase IKM yang berijin 
industri 

2 % 3,4 % 170 % 

3 Program Pengelolaan 
Sistem Informasi Industri 
Nasional 

Persentase Data Informasi 
Industri yang ter-update 

100 % 100 % 100 % 

 

 
3.3.  Analisis Efisiensi 

Dari tiga indikator sasaran yang ditargetkan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, terdapat dua indikator yang kinerjanya melebihi target. Dengan demikian terdapat 
efisiensi  atas anggaran yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah. Efisiensi didapatkan pada indikator yang capaiannya sama dengan atau diatas 100 %.  

 

 

 

 

Rumus Perhitungan Efisiensi = (Anggaran Indikator – Realisasi Anggaran Indikator) x 100 % 
                                                           __________________________________________________________ 

                                             Anggaran Indikator 
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Berdasarkan rumus tersebut maka efisiensi indikator kinerja sasaran Nilai omset koperasi dan UKM 
usaha mikro sebesar 1,33 %. Sedangkan efisiensi indikator kinerja sasaran Nilai Omset IKM sebesar 
2,44 %. Secara rinci efisiensi indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kota Yogyakarta termuat pada tabel 3.21.  

 
 
 

Tabel 3.21 
Analisis efisiensi 

No Sasaran Indikator 
% Capaian Kinerja 

(≥100%) 
% Penyerapan 

Anggaran 
Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 

1 Kesejahteraan 
anggota koperasi 
dan pelaku UKM 
meningkat 

Nilai omset koperasi 
dan UKM usaha 
mikro 

110,38% 98,67% 1,33% 

2 Kinerja sektor 
industry 
meningkat  

Nilai Omset IKM 100 % 97,55 % 2,44 % 

 

 

3.4. Inovasi 
Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak 

dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai 
pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

 Pada tahun 2021 ini, inovasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah: pendaftaran BPUM secara online 
melalui aplikasi JSS.  
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BAB 4 
    

Penutup 
 

Penyelenggaraan kegiatan  di Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 
merupakan bagian dari Rencana Strategis Periode Tahun 2017-2022. 
Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak 
dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, 
untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung 
oleh berbagai pihak. 

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 
         Menengah Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai  

                                                   berikut: 
 

1. Dari analisis tiga sasaran yang terdiri dari tiga indikator kinerja, pada tahun 2021 Dinas 
Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah dapat melampaui target yang ditetapkan 
pada dua indikator kinerja. Kedua indikator kinerja sasaran tersebut yakni Nilai Omset UKM 
Usaha Mikro dan Nilai Omset IKM. Capaian nilai omset UKM usaha mikro sebesar 102,67 % dan 
nilai omset IKM tercapai sebesar 999 %. 

2. Terdapat satu indikator kinerja sasaran yang tidak memenuhi target yakni nilai omset koperas. 
Capaian kinerja indikator ini sebesar 96,38 %.  

3. Berdasarkan capaian kinerja diatas maka terdapat efisiensi anggaran pada indikator kinerja 
sasaran nilai omset UKM sebesar 1,33 % dan pada indikator kinerja nilai omset IKM sebesar 2,44 
%.  

 

 
 

 

Bab 5 Berisi : 

1. Kesimpulan 
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LAMPIRAN: 
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Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya 
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja 
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Lampiran 1. Struktur Organisasi 
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Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) 
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 
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Lampiran 4.Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya 
TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA 

 

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

1 Mengkaji penerapan reward/punishment 
internal yang tergantung pada capaian kinerja  

Penerapan “Man of The Month” yang 
penilaiannya berdasarkan capaian kinerja 
dan ide-ide segar dalam pelaksanaan 
tugas. 

2 Mengkaji mekanisme penerapan pemanfaatan 
laporan kinerja untuk penilaian kinerja  

Dengan penerapan SKP terkini, penilaian 
kinerja didasarkan pada laporan kinerja 

3 Memperbaiki evaluasi atau pemanfaatan 
rencana aksi  

Dilakukan evaluasi capaian kinerja fisik dan 
keuangan secara rutin setiap bulan  
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Lampiran 5. Pengukuran Kinerja 

 


